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Reformasi yang terjadi dalam tatanan kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia, yang ditandai
dengan lahirnya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah mendorong beberapa perubahan,
diantaranya adal ah perubahan pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik (Otonomi Daerah).

Penataan ruang yang merupakan produk kebijakan yang dirumuskan di dalam UU No. 24 tahun 1992,
menggariskan bahwa rencana tata ruang antar daerah, Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/K ota, dibuat
berjenjang hirarkis, rencana di daerah bawahan merupakan penjabaran rencana daerah atasan, implikasinya
adalah keterbatasan bagi daerah di bawahnya untuk mengembangkan daerahnya.

Hal semacam ini bertentangan dengan paradigma pada era otonomi saat ini, bahwa dengan UU No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengganti UU No. 22/1999, daerah mempunya otonomi penuh
untuk mengel ola daerahnya untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Adanya ketidakkonsistenan antara UU No. 24 Tahun 1992 dengan UU No. 32 Tahun 2004 dalam kegiatan
penataan ruang, menyebabkan peranan UU No0.24/1992 tentang Penataan ruang tidak akan optimum dan
tampaknya perlu ditinjau lagi, mengingat paradigma saat ini berbeda dengan paradigma yang berlaku pada
saat UU No. 24/1992 disusun.

Di dalam penataan ruang di daerah, baik kebijakan penataan ruang maupun kebijakan otonomi dengan
paradigmanya masing-masing mempunyai implikas positif dan negatif. Untuk solusi masalah ini, hal-hal
yang bersifat positif dari kedua kebijakanlah yang diiadikan prinsip untuk mengakomodasi berbagai
kepentingan di daiam penataan ruang.

Mengingat otoritas daerah saat ini, solusi hanya dapat dilakukan dengan prinsip koordinasi untuk
memadukan dan mensinkronkan beberapa rencana atau keinginan daerah dalam penataan ruang, terutama
daerah yang berbatasan. Implikasi terhadap kebijakan penataan ruang yang dirumuskan di dalam UU
24/1992 adalah perlunyarevisi beberapa substans UU terutama yang paradigmanya masih bersifat
sentralistik.
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